BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai Evaluasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam
Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat Masyarakat di Desa Bioba Baru, Kecamatan Amfoang Barat Daya,
Kabupaten Kupang, maka pada bab ini disimpulkan bahwa :

1. Kartu Keluarga Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
Desa Bioba Baru Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang,
pemerintah membuat kebijakan yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program
Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga
produktif. KKS merupakan kartu yang diterbitkan sebagai penanda keluarga
kurang mampu, dengan pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan
yang diberikan kepada keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Setiap
keluarga berhak menerima dana sejumlah Rp 200.000 per kapala
keluarga/bulan yang akan diisi setiap 2 bulan sekali.

2. Pelaksanaan program KKS di Desa Bioba Baru dikatakan baik sesuai prosedur
yang di tetapkan dalam hal pengambilan data KPM sesuai kondisi ekonomi,
sosial, dan tujuan program tercapai dengan baik. Program ini membuat
masyarakat disana dengan mudah mengakses layanan sosial sehingga dampak
yang didapat oleh masyarakat di Desa Bioba Baru Kecamatan Amfoang Barat
Daya Kabupaten Kupang, sangat terbantu dengan program KKS dalam hal ini
anak-anak dengan mudah mendapatkan akses pendidikan, layanan kesehatan,
dan layanan sosial lainnya bagi masyarakat yang terdaftar dalam KPM.

3. Faktor yang menjadi kendala dalam penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera di
Desa Bioba Baru Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang.
Pertama, lokasi tempat tinggal pendamping yang berada diluar Desa. Hal

tersebut menyulitkan untuk melakukan kontrol yang maksimal agar
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masyarakat menggunakan bantuan tersebut dengan baik. Kedua, sulitnya
komunikasi karena keterbatasan alat komunikasi dan susahnya jaringan
telekomunikasi. Ketiga, adanya kecemburuan sosial antara masyarakat
penerima bantuan KKS dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan.
Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak adil dalam melakukan
pendataan sehingga peserta yang tidak layak menerima yang diberikan

bantuan.

6.2. Saran

Evaluasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Desa Bioba Baru, penulis memiliki beberapa saran
yang dapat berguna agar program Kartu Keluarga Sejahtera ini dapat memberika
dampak yang baik bagi masyarakat :

1. Pemerintah yang terlibat dalam program Kartu Keluarga
Sejahtera (KKS) harus lebih teliti dalam menentukan data-data
masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan KKS
dengan melakukan pendataan ulang pada masyarakat miskin
agar dalam pelaksanaan KKS khususnya di Desa Bioba Baru
dapat tepat sasara dan terlaksana dengan efektif.

2. Perlu adanya tindak lanjut program Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) atau menlanjutkan dengan bantuan lain khsusnya di
Desa Bioba Baru Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten
Kupang sehingga mempercepat kesejahteraan dan memberantas
kemiskinan di Kabupaten Kupang terkhususnya kesejahteraan
masyarakat di desa atau pelosok yang masih jauh dari

kesejahteraan terutama Desa Bioba Baru sendiri.
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3. Harus adanya kontrol yang baik dari pemerintah baik desa
maupun pihak yang terkait sehingga masyarakat yang
menerima bantuan KKS ini menggunakannya sesuai dengan
kebutuhan agar membawa dampak perubahan bagi masyarakat

sendiri khususnya di Desa Bioba Baru.
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